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BUPATI BANYUWANGI 

PROVINSI JAWA TIMUR 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI 

 NOMOR 30 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI 

NOMOR 35 TAHUN 2014 

TENTANG 

PELAKSANAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 

DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  BANYUWANGI, 

 

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan 

pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015, 
perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 

35 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Jaminan 
Kesehatan Nasional Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 

Pemerintah Daerah dengan menetapkannya dalam Peraturan 
Bupati; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Tahan 2009 Nomor 144, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5063); 

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5072); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5234); 
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5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 
2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang 
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264); 

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 111 Tahun 2013; 

10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang 
Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015; 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program 
Jaminan Kesehatan Nasional; 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 

Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan 
Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang 

Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 
Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya 
Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 

Pemerintah Daerah; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014; 
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Banyuwangi; 

19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2014 tentang 
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas; 

20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan 
Nasional Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 

Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2016. 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 35 TAHUN 2014 
TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN 
NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK 

PEMERINTAH DAERAH. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 
35 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Jaminan 

Kesehatan Nasional Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2016 diubah pada: 

1. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 21 

(1) Bidan sebagai pemberi pelayanan kebidanan dan neonatal 
dapat berjejaring dengan FKTP Milik Pemerintah Daerah. 

(2) Pelayanan kebidanan, neonatal dan Keluarga Berencana 
yang dilakukan oleh bidan dimaksud ayat (1) adalah: 

a. Pemeriksaan ANC sesuai standar diberikan dalam 
bentuk paket paling sedikit 4 (empat) kali pemeriksaan; 

b. Persalinan pervaginam normal; 

c. Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi 
dasar di Puskesmas PONED; 

d. Pemeriksaan PNC/neonatus sesuai standar 

dilaksanakan 2 (dua) kali kunjungan ibu nifas dan 
neonatus pertama dan kedua (KF1-KN1 dan KF2-KN2), 

1 (satu) kali kunjungan neonatus ketiga (KN3), serta 1 
(satu) kali kunjungan ibu nifas ketiga (KF3); 

e. Pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas 

PONED; 

f. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan 
neonatal; 

g. Pelayanan KB: 

1. Pemasangan atau pencabutan IUD/implant; 

2. Pelayanan suntik KB; 

3. Pelayanan MOP/Vasektomi; 

4. Penanganan komplikasi KB. 
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(3) Bidan jejaring dimaksud ayat (1) mengajukan klaim 
kepada BPJS atas pelayanan yang diberikan, melalui 
FKTP Milik Pemerintah Daerah. 

(4) BPJS melakukan verifikasi terhadap klaim dimaksud ayat 
(3). 

(5) BPJS membayar secara langsung kepada bidan jejaring 
sesuai besaran klaim yang sudah diverifikasi selambat-
lambatnya 15 hari setelah berkas diterima lengkap. 

2. Ketentuan Pasal 24 dihapus. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
dan berlaku surut sejak tanggal 1 Mei 2017. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. 

 
 

 
Ditetapkan di Banyuwangi 
Pada tanggal 13 Juni 2017 

 
BUPATI BANYUWANGI, 
 

 
Ttd. 

 
H. ABDULLAH AZWAR ANAS 
 

 
 

Diundangkan di Banyuwangi 
Pada Tanggal 13 Juni 2017          
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI, 
 

 
Ttd. 

 
Drs. AGUS SISWANTO, MM 
Pembina Utama Muda 

NIP. 196108131982041006 
 
 

 
 

 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 30 


